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PERATURAN DARRAH KAB~ATEN TASIKMALAYA 
.' , - "I ' 

NOMOR: 10 'I1AHUN 2003 

mNTjG 
PEN~()~IRIGASIDI ~UPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TU~ YANG MAlIA £SA 

BUPATI TASrYA 

a. bahwa dengan berlakunya Peq.turan Pemerintah Nomor 77 Tabun 2001 
tentang Jrigasi, terjadi perub$an kebijakan pengelolaan irigasi melalui 
program Pembaharuan Kebija14m Pengelolaan Irigasi, yang pada intinya 
Pemerintah· Kabupaten ak~ m~nyerahkan. ~ewenangan pen~el~laan irigasi 
kep~masyarakat petanl yaJg terorganlSlT dalam organlsasl Gabungan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan atau Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A); I 

b. babwa penyerahan kewenan~ pengelolaan irigasi dimaksudkan sebagai 
upaya untuk efisiensi dan efe~ifitas serta optimalisasi dimana Gabungan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan atau Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) sebagai peI~u utama pengelolaan irigasi, agar mampu 
mengelola irigasi secara mandiri ~ 

c. bahwa berdasarkan pertimb~-~ pOOa hump a dan b di alas, pengaturan dan 
penetapannya perIu dit~8k~ dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. I 

I 
1. Undang-undang Nomor 14 Tabun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tabun 

1~0~ ~ 2. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria ( Lembaran Negara T un 1960 Nomor 104, Tambaban Lembaran 
Negara Nomor 2043 ); _J 

3. Undang-undang Nomor 11 TahDf 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara 
Tallun 1974 Nomor 65, Tambah~Lembaran NegaraNomor 3046); 

4. Undang-undang Nomor 23 T un 1997, tentang pe,ngelolaan Lingkungan 
Hidup ( Lembaran Negara T un 1997 Nomor 68, Tambaban Lembaran 
Negara Nomor 3699 ); 

5. Undang-undang Nomor 22 T8hun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 19j Nomor 60, Tambaban Lembaran Negara 
Nomor 3839 ); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tab ' 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusal dan Daerah ( iLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 

7. Undang-undang Nomor 41 Taltun 1999, tentang Kehutanan ( Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 167,1 Tambaban Lembaran NegaraNomor 3888 ); 

8. Undang-undang Nomor 25 Taftun 2000, tentang Program Pembangunan 
Nasional Tabun 2000-2004 ( Le~aran Negara Tabun 2000 Nomor 206); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 rabun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi seb

3
· Daerah Otonom (Lembaran Negara Tabun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lem aranNegaraNomor 3952); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabun 2001, tentang Irigasi (Lembaran 

Negara Tabun 2001 Nomor 143, ambahan LembaranNegaraNomor4156); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor Sf Tabun 2001, tentang Kualitas Air Dan 

Pengendalian ,Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor.153, 
Tambaban lembaran Negara Nomfr 4161); 

12. Keputusan Presiden Nomor 1 3 Tahun 2001. tentang Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air, 

~ - .: 
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13. Instru~si Presiden No~or 1 Tahun 1969, tentang Pelaks80aan Pengelolaan 
Pengatran ( Pengaturan AIr dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ); 

14. Instruksi Presiden Nomor 2 T3hun 1984, tentang Pembinaan Perkumpulan 
Pet80i Pemakai Air (P3A); I 

15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pembaharuan Kebijakan 
Pengelolaan Irigasi; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tabun 1999, tentang Pemberdayaan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air I(P3A); 

17. Keputusan Menteri Pemukiman dan Pras81"ana Wilayah No.529/KPTS/M/2001, 
ten tang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada 
Perkumpulan Petani Pemakai Air; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 teotang Pedoman 
Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air; 

19. Keputusan Menteri KoordinJor Bid80g Perekonomian No. KEF-
141M.EKON/12/2001, tentang Anilmn Kebijakan Nasional Sumber Daya Air; 

20. Keputusan Bersama Menteri Koperasi PeII8usaha KeciJ dan Me nengah, 
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 06/SKBIMIV/1999, 08/SKBIMI1999, 5601KPTIKp.50/V/1999 tentang 
Pemberdayaan Anggota Perlrumpulan Petani Pemakai Air melalui Koperasi; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tabun 
1994 tentang Pedoman Pembentul:an dan Pengemban~ Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) Mitra eai di Kabupaten Daerah Tingkat n Tasikmalaya ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasilhnalaya Nomor 07 TallUn 2000 tentang Tata 
Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peratman Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PER WAKILAN RAKY AT DAERAH 
KABUPATEN T ASIKMALAY A 

l\.fEMUTUSKAN 

I 
PERATURAN DAERAH KABl1JPATEN TASIKMALAYA TENTANO 
PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

BABI 
KF:I'ENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraiuran Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

a Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
b . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ~ 
c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 
d Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daernh yang berwenang mengatur, 

mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan bidang irigasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

e. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, yang termasuk dalam 
pengertian tersebut adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan· air laut yang dimanfaatkan di 

darat; 
f Sumber air adalah tempat f wadah air, baik yang erdapat di atas maupun di bawah permukaan 

tanab; 
g. Pemakai Air adalah OP3A dan atau P3A, Barlan So ial dan perorangan yang memiliki legalitas 

hukum yang sah untuk mt'menuhi kebutuhan sesuai peruntukannya palla setiap sumber air yang 
dapat dimanfaatkan ; 

h. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah ; 
1. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat di bwah permukaan tanah yong termasuk dalam 

pengertian tersebut adalah air t80ah ; 
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Waduk adalah tempat atan wadah penampungan ait di sungai agar dapat dugunakan untuk irigasi 
maupun keperluan lainnya ; . 
Waduk LapanganlEmbung adalah tempat atau wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi 
surplus air di sungai atau air hujan ; I 
Pengelola Air adalah meliputi Pemerintah Daerah', GP3A dan stau P3A yang mengusahakao 
pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan 
peningkatanjaringan irigasi ; 

m. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jeoisnya 
meliputi irigasi air pennukaan dan irigasi pompa; L 
Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan b gunan pelengkapnya yang merupakan saiu 
kesatuan dan diperlukan untuk mengatur air fugasi mulai dari penyediaan, pengambilan, 

n. 

pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuan~ya; 
o. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang men~at air dari satu jariogan irigasi; 
p . Petak Irigasi adalah petak laban yang memperoleh air irigasi; 
q. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi 

melaIui saIuran tersier yang sama; 
r. 

s. 
t 

Penyedian Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air per-satu waktu dan saat pemberian air yang 
dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian; I 
Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama; 
Pemberian Air lrigasi adaIah penyaluran (alokasi) I air dari jlringan utama ke petak tersier dan 
kuarter, 

u. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di laban pertanian; 
v. Pembuangan I drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi 

pada suatu daerah irigasi tertentu; 
w . Perkumpulan Petani Pemakm Air disingkat P3A ad8.1ah Lembaga Pengelola Irigasi yang menjadi 

x. 

y. 

z. 

wadah petani pemakai air dalam salu daerab pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara 
demokratis dan merupakan lembaga lokal; 
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air disiJJsk t OP3A adalah Gabungan dari satu atan lebih 
perkumpulan petani pemakai air dalam satu Daerah Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya; 
Komisi Irigasi adalah Iembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintab Daerah, perkumpulan 
petani pemakai air, pemakai air irigasi Wltuk keperluan lainnya dan pihak lain yang berkepentingan 
dalam pengelolaan irigasi; I . 
FOl1lm Koordinasi adalah wadab konsultasi dan komunikasi dati dan antar perl<:umpulan petani 
pemakai air, pemerintah, pemakai air irigasi Wltuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan 
irigasi pada satu dan atao sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berpungsi multi guna 
dan dibentuk stas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama; 

aa Pengelolaan Irigasi adalah berbagai upaya pendayJ,gunaan air irigasi yang meliputi operasi dan 
pemelihara811, pengamaJl8U, pelestarian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi; 

bb. Manajemen Aset adaJah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset 
irigasi dan evaluasi; 

ce. Pengamanan Jaringan Irigasi adalab upaya untuk rqeneegah dan atau menanggulangi terjadinya 
kerusakan jaringan irigasi guna mempertahankan furlgsi jaringan irigasi; 

dd. Rehabil itasi Jaringan Irigasi adaIah kegiman perbaikJmjaringan irigasi g a gembalikan fungsi 
dan pelayanan ir igasi seperti semula; 

ee. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan 
mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Hae

l 
rab irigasi guna meningka1kan fungsi dan 

pelayanan irigasi; 
ff. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air irigasi yang meliputi 

penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termrumk us aha mempertahankan 
kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan t!i 

gg. Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi ab pelimpahan hak. wewenang dan 
tanggungjawab dari Pemerintah Daerah kepada q abungan Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(GP3A) dan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mengatur dan melaksanakan 
pengelolaan irigasi serta pembiayaan di wilayah keJjanya. 

hh. Konservasi Laban adalah upaya mempertahankan, mb
l 
ningkatkan dan memulihkan daya guna laban 

sesuai dengan peruntukannya. 
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BABIT 
AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI PENGELOLAAN ntIGASI 

Pasa! 2 

~as pengelolaan irigasi pada dasanya dititikberatkan pada azas sosia! dan ekonomi, dalam tekhnisnya 
dtlaksanakan secara efislen dan efektif serta berkeadilan, guna berlcel8ltiutan fungsi jaringan irigasi 
dengan tetap memperhatikan kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik selama proses 
pengelolaannya. 

Pasa! 3 

Pengelolaan irig~i diselenggarakan dengan tujuan agru\ air irigasi dapat dimanfaatkan dengan optimal 
oleh para petani secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, guna mewujudkan 
pemerataan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani pada khususnya 

I 
Pasal4 

Pengelolaan Irigasi berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas laban guna 
mencapai hasil pertanian yang optimal dengan tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. 

I 

BABill l 
PRINSIP-PRINSIP PENGEUOLAAN ffi.IGASI 

Pasa! 5 

(1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan 
menempatkan lembaga GP3A dan atau P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama 
didalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya 

(2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perlu dilakukan pemberdayaan lembaga 
GP3A dan atau P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 

(1). 

(2). 

(3). 

(1). 

(2). 

(3). 

Pasal6 

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan . igasi secara efesien dan efektif serta dapat 
memberikan manfaat sebesar-besamya kepada masyarakat pe tani , dilaksanakan melalui 
optimaJisasi pemanfaatan air irigasi. 
Untuk mewujudkan sebagaimana dimabud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan prinsip 
satu . sistem jaringan irigasi satu kesatuan penStilolaan, dengan memperbatikan kepentingan 
pengguna air di bagian hulu, tengah, dan hilir secaq.tseimbang. 
Penyelengggaraan pengelolaan irigasi dilakukaD dengan melibatkan semua pihak yang 
berkepentingan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan pemanfaatan air irigasi. 

Pasal 7 I 

Keberlanjutan sistem pengelolaaan irigasi dilaksJ ak811 dengan dukungan keandalan air irigasi 
dan prasarana irigasi yang baik guna menunjang peningkatan pendapatan petani. 
Untuk mendukung keandalan air irigasi sebag~a di dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 
dilaksanakan melalui usaha-usaha menjaga sumber mata air, melaksanakan konservasi lahan, 
membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase 
yang sepadan dan pemanfimtan kembali air pembuahgan. 
nalam ranglea menunjang peningkatan pendapatan\ petani sebogaimana dimalcsud pOOa ayat (1) 
pasal ini, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengaJjl mengantisipasi modemisasi partanian dan 
diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasaraoa penunjang sesuai 
kebutuhan. 
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BAB 
LEMBAOA PENGEL LA IRIOASI 

Pasal8 

(1) Lembaga pengelolaan irigasi meliputi instansi Pemerintah Dumb, OP3A dan &tau P3A, 
Lembaga. I Badan Sosial dan pengguna air " i yang disesuaikan dengan kewenangannya 
dalam hal perencanaan, pembangunan, rehabili asi jlringan serta operasi, pemeliharaan dan 
pembiayaanjaringan irigasi. b 

(2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhao air irigasi tuk berbagai keperluan, Bupati membentuk 
Komisi Irigasi yang anggotanya terdiri dai etiap tDlsur terkait yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. ~ 

(3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ay (2) pasal mi, mempunyai fungsi membantu 
Bupati dalam peningkatan kinerja pengelol irigasi, terutama pada bidang penyediaao, 
pembagiau, pemberian dan pemanfilatan air bagi tBnaman, dan untuk keperluan pertanian lainnya 
yang diatur oteh Pemerintah Daerah sarta merekob;endasikan prioritas alokasi dana pengelolatm 
Ingasl. I 

(4) Petani pemakai air irigasi dapat membenluk GP3A dan atau P3A sampai di tingkat daerah irigasi 
dan merupakan lembaga yang berwenang untuk m ngatur dan atau mengelola irigasi sebagai sam 
kesatuan pengelolaao. 

(5) Agar pembentukao OP3A dan atau P3A sebagaim a dimaksud pada ayat (4) pasal ini, mengakar 
di masyarakat maka proses pembentukan dan k berlanjutan pembioaannya tidak terlepas dari 
fungsi, peran dan tanggungjawab Kepala DesaID sa seb. Pemerintah Desa yang otonom . 

(6) Dalam rangka koordinasi pengelola irigasi, di d irigasi yang jaringan utamanya berfungsi 
multi gona dapat dibentuk Forum Koordinasi Dae Irigasi. 

Pasal9 

Pembagian wewenang dan tanggungjawab serta melafnisme kerja antar lembaga pengelola irigasi 
dilakukan sesuai dengan peraturao perundang-UOdanganlyang berlaku. 

BABV 
PENYERAHAN KEWENANOAN ENOELOLAAN IRIOASI 

(1). 

(2). 

(3). 

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

Pasa110 

Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kewenan pengelolaan irigasi kepada OP3A dan atau 
P3A di Daerah Jrigasi dan dilaksanakao secara b ap. 
Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dil~anakao secara demokratis kepada GP3A dan 
atau P3A yang telah berbadan hukum. 
Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh GP3A dan atau P3A secara mandiri, 
pengelolaannya dikerjasamakan antara OP3A dan r.u P3A dengan Pemerintah Daerah. 

PasalU\ 

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari J~merintah Daerah kepada GP3A dan atau P3A 
sebagaimana dimaksud dalam pasa110 ayat (1) dah (2) Peraturan Daerah ini. dilaksanakan pada 
seluruh daerah irigasi melalui kesepakatan tertuli~ tanpa penyerahan kepemilikan sset jaringan 
mgasl. \ 
Penyerahan kewenangan pengelolaao irigasi dari PFerintah Daerah kepada GP3A dan atau P3A 
~~~ dengan wilayah kerjanya dan dilakukan p a tingkat daerah irigasi atoo sebagian daerah 
mg8S1. 
Pejiyeraban kewenangan pengelolaan irigasi p daerah irigasi yang berfungsi multi guna 
diadakan kesepakatan bersama antara Pemerintah aerah, GP3A dan atau P3A dan pengguna air 
irigasi lainya. 
Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana imaksud pada ayat (3) pasal ini, Pemerintah 
Daerah tetap melaksanakan penyerahan kewenan pengolahan irigasi kepada OP3A dan atau 
P3A yang sudah sepakat pOOa sebagian daerah ir' 
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Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi, ~3A dan atau P3A dinyatakan gagal di dalam 
pengelolaannya, maka pengelolaan irigasi di hi! kembali oleh Pemerintah Daerah yang 
dituangkan dalam berita acara. 

BABV 
PEMBERDAYAAN OF3 DAN ATAU P3A 

Pasal12 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pet¥i pemakai air yang meliputi : 
a. Penguatan dan peningkatan kemampuan petani pemakai air sehingga. terbentuk organisasi 

yang syah dan mandiri; I 
h. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada petani pemakai air yang terorganisir 

dalam GP3A dan atau P3A pada satu daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi dengao 
prinsif satu sistem irigasi satu kesatuan pen1g1 laan; 

c. Peningkatan kemampuao petani pemakai ., melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan 
bidang teknis, keuangan, administrasi dan 0 • sasi agar dapat mengelola Daerah Irigasi; 

(2) Lembaga terkait dan atau masyorakat lainnya d8p;membBDtu pelaksanaan dalam pemberdayaan 
masyarakat petani pemakai air, khususnyapetani g terorganisir dalam GP3A dan atau P3A 

(3) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat membe . an bantuan atau memfasilitasi GP3A dan atan 
P3A dalam pemberdayaan masyarakat petani daD dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan 
bersama;. I 

(4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerahlberdasarkan kebijakan nasional sebagai dasar 
pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan GP A dan &tau P3A 

(1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pe I" yuan GP3A dan atau P3A 
(2) Untuk menunjang pelaksanaan pemberdayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini. Bupati menuqjuk 

dinas I instansi terkait dan membentuk Komisi igasi yang memiliki tugas dan fungsi secara 
khusus membantu Bupati. 

(3) Kegiatan yang menyanglrut teknis, Bupati menun uk pejabat dinas / instansi dan atau lembaga 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, se togas dan fungsinya masing-masing. 

(4) Untuk mempercepat proses pemberdayaan dapat di gkat tenaga pendampiog petani yang berasal 
dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya yarakat (LSM) yang peduli terhadap irigasi 
yang difasilitasi oleh Pemerintah &tau pihak lain. 

(5) Memberikan kesempatan kepada GP3A dan atati P3A untuk berpartisipasi dalam melakukan 
pembangunan joringan irigasi, rehabilitasi, ~p I. dan pemeliharaan, dengan memaafaatkan 
potensi loka!, dari mulai perencanaan, pelaks pemeliharaan dan pengamanan. 

BABVll 
POLA PENOATURAN IRlOASI 

Bagian4 
Hak Guna Air 1fgasi 

I 
Pasal14 

(1) Hak guna air irigasi diberikan oleh Bupati sesuai .gan kewenangannya kepada GP3A dan &tau 
P3A, badan sosial dan perorangan yang memilikillegalitas hukum yang sah, untuk memenuhi 
kebutuhan sesuai penmtukannya pada setiap sumbJr air yang dapat dimanfilatkan. 

(2) Hak guna air irigasi diberikan terutama utk kepentingan pertanian dengan tetap 
memperl1atikan kepentingan lBinnya. 

(3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan keterse . aan dan kebutuhan air pada daerab pelayanan 
tertentu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan dap diperpanjang. 

(4) Alokasi dan atau pendistribusian air irigasi dilaks akan dengan prinsip pemerataan keadilan dan 
keseimbangan alas dasor musyawarah diantara pih -pihak yang berkepentingan. 

(5) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, p ngendalian, dan perbaikan mutu air iri88Si. 
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Pasal15 

(1) Hak guna air irigasi diberikan dalarn bentuk izin pengambilan air. 
(2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimakkud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada 

GP3A dan atau P3A, badan sosial dan perorangan yang memiliki legalitas hukum yang syah dan 
untuk dipergunakan sesuai kebutuhannya. 

(3) Pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat menggunnkan jaringan 
irigasi yang telah ada. 

Pasal 16 

Pengaturan dan penetapan izin pengarnbilan air irigasi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

BagianKe ua 
Penyediaan Air Irigasi 

Pasal 17 

Penyediaan air irigasi dim-ahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan 
tetap mempematikan kepentingan lainnya. 
Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud a~at (1) pasal ini, pemerintah berupaya melalui 
optimalisasi penyediaan air dalam sam daerah iris.asi maupun antar daerah irigasi. 
Penyediaan air irigsi dilakukan berdasar pada kebutuhan dan atau rencana program yang telah 
ditetapkan oleh Bupati alas dasar rekomendasi dari Komisi Irigasi. 

Pasal18 

Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi diJ m oleh Komisi Irigasi alas dasar usulan dari 
masyarakat petani, GP3A dan atau P3A sesuai hale: guna air irigasi yang telah ditentukan dan 
kebutuhan air irigasi yang diperlukan. 
Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan sebagaimana ayat (1) pasal ini, 
ditetapkan oleh GP3A dan atan P3A, khusus uJuk jaringan irigasi yang berfungsi multi guna 
ditetapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan bersama. 
Penyediaan air untuk mengatasi bkurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat digunakan 
pompanisasi sebagaimana hale guna air irigasi y~g berlaku sesuai kebutuhan dan kemampuan 
masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan / pelestarian lingkungan hidnp. 
Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilakukan dari air permukaan stau air 
bawaII tanah setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlakll I 
Pada kondisi ketersediaan air irigasi terbatas, BUpati menetapkan penyesuaian penggunaan air 
irigasi bagi para pemegang hak guna air irigasi sesuW 8Z8S keadilan dan keseimbangan. 

Bagian Ket~ga 
Pembagian dan Pembe~ian Air Irigasi 

Pasall9 

(I) Rencana pembagian air irigasi pada satu daerah irigasi ditetapkan setiap bulan/tabun oleh GP3A 
dan atau P3A alas dasar musyawarah antara petani pemakai air dengan pengguna air irigasi 
lailUlya. I 

(2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multi guna ditetapkan setiap 
bulanltahun oleh Bupati alas dasar musyawarah antara GP3A dan atau P3A, pengguna air untuk 
keperluan lainnya dan Komisi Irigasi. I 

(3) Pembagian air irigasi dilakukan oleh GP3A dan atau P seSl ai rencana pembagian yang .. e all 
ditetapkan melalui musya\ ab. 
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Pasa! 20 

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaalkan untuk keperluan tanaman dan atan 
keperluan lainnya diluar laban yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan setelah mendapat izin dari 
pejabat yang beIWenang dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan I pelestarian lingkungan 
hidup. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Pasa! 21 

Badan dan alau perorangan yang memerlukan air irigasi mtuk keperluan us aha, w~ib 
rnengajukan permohonan izin beserta rene ana kegiatan usahanya kepada pejabat / pihak yang 
belWenang untuk mendapatkan persetujuan dan penges3han dari Bupati. 
Pennohonan izin sebagaimana dimaksud ayaf: (1) pasal ini, diajukan setelah mendapat 
persetujuan dari OP3A dan atM P3A serta mendat>Ht rekomendasi dari Komisi Irigasi. 
Tata carn memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal22 

Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap Daerah Irigasi, OP3A 
dan atau P3A menyusunjadwal pembagian air irigasi sesuai kebutuhan masyarakat petani pada 
khususnya dan sebelum ditetapkan dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan para pemakai air atau 
pihak terlcait sebelum musirn tanam tiba I 
Dalam melalc:asanakan ketentuan sebagaimana ditnaksud ayat (1) pasal ini, apabiJa diperkirakan 
debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, maka GP3A dan atau P3A menetapkan prioritas 
pembagian air irigasi sesuai dengan tingkat kebuthhan dan kondisi daerah irigasi tersebut. 
Pembagian dan pemberian air sebagaimana tlimakasud dalam ayat (1) pasal ini, tidak 
mengurangi kewajiban GP3A dan atan P3A, jika memberikan air irigasi tmtuk keperiuan rumah 
tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Pasal 23 

GP3A dan atau P3A bersmna-sama dengan Perperintah Daerah dapat menetapkan waktu dan 
bagianjaringan irigasi yang barns dikeringkan unf.uk keperluan pemeriksaan dan alau perbaikan. 
Jaringan yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hams ditentukan 
seeara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum 
pelaksanaan pengeringan. 
Pengeringan yang waktunya lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim, hanya dapat 
dilaksanakan dalam keadaan darurat. 

Pasal , 

Pemberian air irigasi ke petak tarsier harns dHakukan melalui bangunan sadap yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan. I 
Untnk mempermudah pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan 
sadap harns dilengkapi dengan alat pengukuran debit air dan papan operasi. 

Bagian Keempat 
Pe~8n Air Irigasi 

Pasal25 

(1) Pengguna air irigasi hanya diperkenankan me gambil air dari saluran kuarter pada tempat 
pengambilan yang telah ditetapkan oleb GP3A daD atau P3A 

(2) Penyelenggaraan penggunaan air irigasi pada Balli daerah irigasi, OP3A dan atau P3A menunjuk 
anggotalpengurus untuk ditugaskan sebagai pel,ana pembagi air. 

Pasal26 

Penggunaan air irigsi dalBtn daerah irigasi untuk tanaoJw industri hams mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari GP3A dan atau P3A 
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Bagian Kelima 
Drainase 

Pasal27 

(1) Untuk mengatur air irigasi dengan baik, yang memenubi syarat-syarat tekhnik irigasi dan 
pertanian, maka pOOa setiap pembangunanjaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan 
drainase yang merupakan satu kesatuan denganjaringan irigasinya 

(2) Air yang disalurkan kembali ke sumber air irigasi melalui jariogan drainase hams dilakukan 
upaya peogeodalian atau peocegahan peocemm;an agar air tersebut memeouhi syarat-syarat 
kualitas yang telah ditentukan dalam peratm"an perundang-undangan yang berlaku 

(3) GP3A dan atau .P3A d~ masyarakat wajib ~I ~erta m~ojaga kelan~uogan fungsi jaringan 
drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 101, dan dtlarang mendlrikan bangunan stau pun 
melakukan tindakan lain yang dapat meoganggu fungsi drainase. 

Bagian Keenam 
Peogguoaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air 

Pasal28 

Setiap pemakai air yang meogguoakan air irigasi secara langsung dari sumber air pennukaan dan air 
bawah tanah hams mendapat izin dari pejabat dan atan dari pihak yang berwenang sesuai dengan 
peraturan peruodang-uodangan yang berlaku. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

BABVn 
PEMBANGUNAN JARlNGAN IRIGASI 

Pasal29 

Rencana ioduk peogembangan irigasi disusun berdasarkan atas reoc8lla peogembangaD 
sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah sJrta memperhatikan pelestarian sumberdaya air 
dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendi~. 
Reocana ioduk peogembangan irigasi sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ioi, didasarkan pOOa 

I 

kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah, masyarakat petani dan pihak lain yang 
berkepentingan. 

Pasal 30 

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap pembangunan barn 
jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat. 
Pembangunan dan atan peogembangan jariogan I irigasi tersier menjadi weweoang, tugas dan 
tanggungjawab GP3A dan atau P3A di wilayah kerjanya. 
Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan t~ggungjawab dalam pembangunan dan atau 

;;~~:;d:~!~~!a;;=id:~!t~~;~~:!:ui;::~: ~~:=s~;:p~3A dan atmJ 

GP3A dan alau P3A memiliki wewenang dan ltanggungjawab dalam pembangunnn jaringan 
irigasi Wltuk perluasan areal irigasi di wi 1 ayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan 
masyarakat setempat. 
Pemerintah Daerah memfasilitasi pembanguoan dan atau pengembangan jaringan irigasi dan 
perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud pOOa ayat (3) dan (5) pasal ini, berdasarkan 
kesepakatan dengan GP3A dan atau P3A dan tetap, memperhatikan kemandirian. 

Pasal31 

GP3A dan atau P3A, badan sosial, lem.bag~ peroran an dan pengguna air irigasi Wltuk keperluan 
lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan ir tgasi untuk keperluannya setelah memperoleh 
izin pengambilan air irigasi dari pejabatJpihak yang berwenang. 



(1) 

(2) 

(3) 
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BABIX 
OPERAS! DAN PEMELllIARAAN JARINGAN IRIGASI 

Bagian Pertama 
Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal32 

Penyelenggm-aan operasi dan pemelihm-aan jaringan irigasi menjadi tanggungjawab bersama 
antm-a Pemerintah Daerah dan GP3A dan atau Ip3A yang dalam pelaksanaannya akan diatur 
kemudian. 
Dalam menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersifat multi 
gun~ GPJA dan atau PJA melalmkan koordinasi dengan pengguna air irigasi lainn 'a 
Operasi dan pemeliharaanjaringan irigasi milik I mbaga, badan sosial dan perorangan yang syah 
menurut hukum menjadi tanggungjawab pihak yahg bersangkutan. 

Pasal33 

Untuk penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola o1eh GP3A 
dan atau P3A, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan. 

. I d BaglBll ICe ua 
Pengamanan Jaringan Irigasi 

I 
Pasal 34 

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasi dan ~emeliharaan jaringan irigasi, GP3A dan atau 
P3A, badan sosial, lembaga, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya, bersama­
sarna dengan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengamanan terhadap jaringan irigasi 
untuk menjamin kelangsungan fungsinya 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal35 

Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, 
GP3A dan atau P3A, badan so sial, lembaga, p~rorangan dan pengguna air untuk keperluan 
lainnya, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari 
batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud 
Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasil Pemerintah Daerah berwenang menetapkan 
larangan membuat galian padajarak tertentu di l~ar garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat 
pOOa (1) pasal ini. I 
Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berOOa di 
dalam, di atas manpun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah 
Masyarakat w~ib turut serta berperan secara aktif mengsmankan fungsi jariogan irigasi. 
Dilarang mengambil air secara liar, menghambat jalannya air irigasi, menggembala temak di 
tanggul irigasi dan merubah fisikjaringan irigasi. 

BABX 
REHABILIT AS! DAN PENINGKATAN JARINGAN 

Pasal 36 

GP3A dan 31au P3A memiliki wewenang, tu8f1 dan tangungjawab dalam rehab ilitasi dan 
peningkatanjaringan irigasi eli wilayah kerjanya. I 
Pemerintah Daerah memberikan bantuan/fasilitaS rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasJnam permintaan dari GP3A dan atau P3A 
Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik lembaga, badan sosia!, perorangan dan 
pengguna air irigasi mtuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. 
Perubahan dan atan pembongkBTBll jaringan irigaSi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan 
irigasi meIijadi wewenang pemerint.ah. 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
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BAB XII 
INVENT ARISASI Dj RAH IRIGASI 

Pasal 37 

Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan kondisi fisik, dan fungsi 
jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi. 
Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah smlu persyaratan dalam penyerahan kewenangan 
pengelolaan irigasi. I 
Pemerintah Daerah barsama-sama dengan GP3A F alan P3A melakukan inventarisasi daerah 
irigasi yang ada di wilayah kerjanya sebagaimana ldi~aksud pada ayat (1) pasal ini. 
Berdasarlcan basil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pemerintah 
Daerab menetapkan daftar inventarisasi sesuai ke'fenangannya. 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan 
daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini. 
Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setiap tabun 
(pOOa akhir tahun) dan ditetapkan oleh pejabat yang berwerumg sebagaimana dimaksud pOOa 
ayat (4) dan (5) pasal ini. 

BAB XU 
AUDIT PENGELOLMN IRIGASI 

Pasal38 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannk melakukan audit pengelolaan irigasi lUltuk 
menjamin kesesuian ant8ra pelaksanaan pengylolaan dengan peraturan perundang-undangan 
bidang irigasi dan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan GP3A dan atau 
P3A. 
Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasa! ini, dilaksanakan setiap tabun 
oleh Pemerintah Daerah didampingi GP3A dan atau P3A di Tingkat Daerah Irigasi. 

BAB XIIi 
I 

MANAJEMEN ASET IRIGASI 

Pasal39 

Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta 
pembiaJ83Il operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi maupun peningkatan jaringan irigasi, untuk 
menjamin pengamanan dan berkelanjutan fungsi jaringan irigasi. 
Rencana manajemen aset pada jaringan iri~i yang kewenangan pengelolaannya sudah 
diserahkan, disusun oleh Pemerilltah Daerah bersama-sama dengan GP3A dan atan P3A dan 
pengguna air irigasi lainnya berdasarkan data invehtans dan berita acara penyerahan kewenangan 
pengelolaan irigasi dan dibahas oleh Komisi Irig~i. 
Rencana manajemen aset pOOa jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum 
diserahkan, disusun oleh Pemerilltah Daerah be+ama-sama dengan OP3A dan atan P3A dan 
pengguna air irigasi laiIUlya berdasarkan data invnetaris dan dibahas oleh Komisi Irigasi. 
Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, 
diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal40 

Da!am rangka pemanfaatan pengelolaan jaringan irigasi, OP3A dan atau P3A dan masyarakat 
ikut serta menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi, dengan memperbatikan 
keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lin~ungan. 
Pemanfaatan sarana jaringan irigasi dilaksanakaD oleh GP3A dan atau P3A melalui kegiatan 
operasi dan pemiliharaanjaringan irigasi. 
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Pasal41 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan ya meJaksanakan evaluasi mBnsYemen aset 
jaringan irigasi setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi man~emen aset seb 'manadimaksud ayat (1) paBal ini, Pemerintah 
Daerah dapat memperbaharui rene ana man;yem aset jaringan irigasi. 

BAB'Vnl 
PEMBIA~1AAN 

Pasal42 

(1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi m njadi wewenang, tugas dan tangungjawab 
Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan den GP3A dan atau P3A atau masyarakat petani 
setempat dengan mempematikan prinsip kemand . an. 

(2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi dil lean oleh GP3A dan atau P3A di wilayah 
kerjanya secara otoilom dan mandiri. 

(3) Sumber dana GP3A dan &tau P3A untuk memb 'ayai pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana 
dimaksud ayat (2) pasal ini, berasal dari ; 
a. luran Pengelolaan Jrigasi (IPI) yang ditarik . masyarakat (anggota) petani; 
b. HasH pemanfilatan air diluar usaha pertanian; 
c. Bantuan Pemerintah ( pemerintah pusm, propi si, kabupaten, dan desa ); 
d. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat; 
e. Usaha-usaha anggota I GP3A dan alau P3A y g sah. 

(4) Pemerintah Daerah membantu dalam pembiay~an dan pengelolaan jaringan irigasi sesom 
kemampuan dan kesepakat81l dengan OP3A dan ata? P3A 

(5) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik le~bagalbadan sosial, perorangan dan pengguna 
air irigasi untuk keperluan lainnya, menjadi tan ungjawab pihak yang bersangkutan. 

(1) Pembiayaan pegelolaan jaringan irigasi sebag' ana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan 
Daerah ini, disalurkan melalui dana pengelolaan i igasi di Daerah untuk mendukung efisiensi dan 
efektivitas penggunaan dana tersebut 

(2) GP3A dan atau P3A berhak men~ukan usul dana pengelolaan irigasi kepada Pemerintah 
Daerah dan atau kepada pihak lain. 

(3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi di Dae ditenrukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan 
prinsip keadilan dan dilakulean seeara transparan. 

(4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati atas dasar persetqjuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tas kmalaya. 

(5) Pemerintah Daerah menetspkan Kebijakan 0 sebagai pengaturan lebih lanjut tentang 
penggunaan dana pengelolaan irigasi. 

BABX I 
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI 

Pasal44 

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat se dengan kewenangannya menjaga dan 
mempertahankan sistem jarigan irigasi secara b esinambungan, guna mewujudkan kelestarian 
sumberdaya air, melakukan pemberdayaan petani emakai air, menoegah aIih fungsi laban untuk 
kepenlinganlain dan mendulrung sekaligus me;tu peningkatao pendapalan petaoi. 

(2) Untuk keberlanjutan sistemjaringan irigasi seb 'mana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah 
Daerah bersama-sama dengan masyarakat me anakan penegakan peraturan perundang-
undangan tentang irigasi. 



, 

(1) 

(2) 

(3) 
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Pasal45 

Perubahan penggunaan laban irigasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersil 
pada satu daerab irigasi yang telah ditetapkan, Iharns memperoleh izin terlebih dabulu dari 
Bupati dengan mengaeu pada tata roang yang telah ditetapkan serta memberikan konpensasi 
yang nilainya setara dengan pembangunanjaringaA irigasi baru. 
Pemerintah Daerah melakukan penel1iban pada laban irigasi yang tidak berfungsi dengan 
memfungsikan kembali sesuai dengan tata mang yang ditetapkan. 
Tata eara memperoleh izin dan besamya Nilai Konpensasi yang dibayarkan untuk membangun 
jaringan irigasi baru, diatur dan ditetapkan lebih labjut oleh Bupati. 

Pasal46 

Pemerintah Daerah beserta GP3A dan atau P3A, barlan ~osial, lembaga., perorangan dan pengglma air 
I 

irigasi untuk keperluan lainnya, menyediakan media intprmasi guna mengetahui jalannya pengelolaan 
irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. 

BAB XVI 
LARANGAN-LARANGAN 

Pasal47 

Dilarang menyadap air dengan cara apapun dari salurl irigasi tanpa izin dari GP3A dan atau P3A 
yang ada di wilayah kerjanya 

Pasal48 

Dilarang mengambil air hawab !anah pada Daerah Irig i yang cara pengambilannya dilakukan dengan 
menggunakan alat mekanis tanpa men<iapat izin dari Bupati kecuali untuk keperluan rumah tangga 

Pasal49 

Tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilarang : 
a. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi untuk 

mengalirkan, membuang atau mengumpulkan air; I 
b. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang terdapat di dalam, di tepi, 

di tanggul maupun di atas salm'an irigasi. 

Pasa150 

Dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, ~erikil, batu atau bahan-bahan lain yang sejenis 
dari jaringan irigasi dengan alai-alai mekanis dan atan dalanl jumlah besar kecuali mendapai izin dari 
Bupati. 

Pasal51 

Untuk menghindari kerusakan pOOa jaringau irigasi be~erta bangunannya, dilarang menggembalakan, 
me namb atkan) menempatkan temak atau hewan sej i nisnya termasuk hewan lainnya yang dapat 
merusak bangunan-bangunan denganjarak yang diperkiIiakan ternak dapat mas uk ke dalamnya 

Pasal52 

DilaJ"ang meletakkan dan atau membuang benda-benda padat? benda-benda eair, dengan atau tanpa 
memakai a1at-ala!. mekanis yang berakibat mengbamb It aliran., mengubah kualitas air serta merusak 
jaringan irigasi beserta tanab turutannya 
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Pasal53 

(1) Dalant rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi bangunan pelengkapnya di1aranS : 
a Membuat galian atau selokan-selokan sepanj g sallD1Jll dan bangunan-bangunannya yang 

mengakibatkan terjadinya keboconm dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan baagunan­
bangunannya; 

b. Merusak dan &tau mencabut rumput &tau tanamtensuat tangul yang ditanam pada tangul 
saluran dan bangunan-bangunannya; 

c. Menanam tanaman pada tanggul saJuran, bahu I (berm) dan alur-alur sallD1Jll ; 
d Menghalangi atau merintangi kelancaran aliran . irigasi dengan cara apapun ; 
e. Menempatkan. membangun dan atau mempe aharui bangunan apapun dalam batas garis 

sempadan jaringan irigasi ; 
£ Membuat pagar-pagar tetap (permanen), mem erbaharui seluruh stan sebasian daJam batas 

garis sempadanjaringan irigasi untuk pagar. 

(2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. tidak berlaku bagi perbaikan­
perbaikan untuk pemeliharaan padajaringan irigasi an bangunan pelengkapnya. 

BABxvh 
KETENTUAN ~IDANA 

Pasal5 I 

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan daI Pasal 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan Pasal 53 
Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana berup kurungan selama-Iamanya 6 (enam) bulan dan 
atau denda setinggi-tingginyaRp. 5.000.000,00 (Ii jutarupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pas I ini adalah pelanggaran. 

BAB XVJjIT 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal55 

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana di ud Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah ini, 
dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik olisi Republik Indonesia dan atau Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan peron g-undangan yang berlaku. 

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu 
diselesaikan dengan cara musyawarah; 

(2) Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana imaksud PasaJ 54 Peraturan Daerah ini, kepada 
pelanggar dapat dikenakan tindakan berupa pemb aan, perbaikan kerusakan dan ganti rugi. 

P 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah .. sepanjang pelaksanaannya, akan diatm dan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dion 
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Agar setiap onmg dapat mengetahuinya mFmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kalimpaten Tasikmalaya 

Ditet~kan di 
Pada Tanggal 

Tasikmalaya 
2t),~ltUs. 2003 

BUP A 11 TASIKMALAY A 

f 

Drs. I • T. FARHANUL HAKIM, M.Pd. 
Diundangkan di Tasikmal 
Pada tanggal a." Agust 

Drs. ACHMAD SALEH K 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010055 107 

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN TASIKMALA I A 
TAHUN 2003 NOMOR j SERI 

--
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